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ABSTRACT
This paper describes the construction and empirical
evaluation of distributive and procedural justice items
in performance appraisal phenomena. Items for this
measure were generated by following international jour-
nal in justice literature topics. The measure was then
validated in 2 separate studies in university setting.
Study one used high social capital sample and study
two used low social capital sample. Grouping of two
studies is done by using mean split sample to divide
high and low in social capital people sample. The re-
sults supported those items measure distributive jus-
tice and procedural justice constructs.

Keywords: distributive, procedural justice, struc-
tural equation modeling, dan confirmatory factor
analysis.

PENDAHULUAN

Keadilan distributif dan keadilan prosedural merupakan
dua tipe keadilan yang muncul pada awal
perkembangan teori keadilan organisasional (Lind &
Tyler, 1988). Pada awal perkembangan teori dan

penelitian keadilan organisasional, lebih fokus pada
keadilan distributif. Perhatian utama penelitian tersebut
pada inequity theory (Adams, 1965 dalam Schminke et
al., 1997).

Pada era tahun 1980-an, penelitian keadilan
organisasional mulai menekankan pada kajian keadilan
prosedural yang berkaitan dengan reaksi terhadap
prosedur untuk menemukan model penilaian keadilan
(Lind & Tyler, 1988). Perkembangan kajian keadilan
prosedural diawali temuan Thibaut dan Walker (1978)
yang menjelaskan bahwa individu tidak hanya
melakukan evaluasi terhadap alokasi atau distribusi
outcomes, namun individu juga mengevaluasi keadilan
prosedural untuk menentukan alokasi tersebut.
Seseorang ketika mendapatkan distribusi outcomes
yang tidak menyenangkan, mereka akan mengevaluasi
secara lebih positif ketika mereka yakin prosesnya
berjalan adil. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa
input terhadap proses keputusan akan meningkatkan
persepsi individu terhadap keadilan prosedural.

Selanjutnya kedua tipe keadilan tersebut sering
dibahas dalam berbagai penelitian keadilan
organisasional. Kedua tipe keadilan tersebut merupakan
konstruk yang berbeda, namun keduanya memiliki
keeratan yang tinggi dan hubungan keduanya bersifat
kompleks (Folger, 1987 dalam Schminke et al., 1997).
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Dalam studi ini, kajian ditujukan untuk
mengkonstruksi dan memvalidasi kedua konstruk
keadilan tersebut, yaitu keadilan distributif  dan keadilan
prosedural di dalam fenomena penilaian kinerja
organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan
menggunakan dimensi-dimensi keadilan yang sudah
ada melalui kajian literatur dan selanjutnya diidentifikasi
dan diadaptasi ke dalam fenomena penilaian kinerja. Di
dalam journal of organizational behavior, pendekatan
ini juga direkomendasikan dalam memvalidasi skala
(Arnold et al., 2000).

TINJAUAN PUSTAKA UNTUK MEMAHAMI
KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KEADILAN
PROSEDURAL

Keadilan Distributif

Pembahasan mengenai keadilan distributif berfokus
pada keadilan keputusan outcomes (Adams, 1965;
Deutsch, 1975; Homann, 1961; Leventhal, 1976 dalam
Colquitt, 2001) dan telah menjadi pertimbangan funda-
mental dalam teori keadilan selama 40 tahun terakhir
(Colquitt et al. 2001).  Pendekatan equity bersama teori
deprivasi relatif (Crosby, 1976, 1982 dalam Primeaux et
al., 2003) dan teori kognisi referen (Folger, 1986 dalam
Primeaux et al., 2003) menghasilkan tiga kriteria atau
prinsip penting dalam menilai outcomes. Pertama adalah
prinsip proporsi (equity) yang diajukan Adams (dalam
oleh Carrel dan Dittrich, 1978), keadilan distributif dapat
dicapai ketika inputs dan outcomes sebanding dengan
yang diperoleh rekan kerja. Jika perbandingan atau
proporsinya lebih besar atau lebih kecil, maka karyawan
menilai hal tersebut tidak adil.  Namun, bila proporsi
yang diterima karyawan tersebut lebih besar, ada
kemungkinan hal tersebut dapat ditoleransi. Menurut
Pfeffer (1982) referensi pembanding dari proporsi
tersebut adalah pihak lain atau orang lain yang
dipersepsikan oleh karyawan yang bersangkutan,
memiliki posisi yang dapat dibandingkan (similar).

Di samping prinsip proporsi di atas, terdapat
beberapa prinsip lainnya seperti prinsip pemerataan
(equality) dan prinsip yang mengutamakan kebutuhan
(needs). Prinsip pemerataan menekankan pada menilai
alokasi outcomes kepada semua karyawan atau pihak
yang terlibat. Bila prinsip ini digunakan, maka variasi
penerimaan antarkaryawan dengan lainnya relatif kecil.

Prinsip ketiga adalah prinsip mengutamakan kebutuhan
sebagai pertimbangan untuk distribusi. Intepretasinya,
bahwa seorang karyawan akan memperoleh bagian
sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks
hubungan kerja. Semakin banyak kebutuhannya maka
upah yang diterimanya secara umum akan semakin
besar. Penelitian mengenai keadilan distributif
menunjukkan bahwa persepsi individual mengenai
keadilan terhadap distribusi yang diperolehnya
mempengaruhi sikap dan perilaku mereka (Schminke et
al., 1997).

Dalam kajian keadilan distributif, beberapa
prinsip-prinsip di dalamnya tidak selaras satu prinsip
dengan prinsip lainnya. Sebagai contoh, prinsip
proporsi tidak sejalan dengan prinsip pemerataan.
Prinsip proporsi didorong oleh semangat kepentingan
pribadi, sedangkan prinsip pemerataan didorong oleh
semangat pro-sosial. Secara lebih spesifik,
permasalahannya adalah bahwa prinsip tersebut juga
tidak selaras dengan situasi ataupun tujuan yang ingin
dicapai organisasi. Sebagai contoh, prinsip proporsi
cocok untuk situasi kompetitif yang mendorong
produktifitas, karena prinsip tersebut dapat
menumbuhkan motivasi pada individu untuk
memberikan kontribusi yang besar dengan
mengharapkan mendapatkan imbalan yang besar.
Namun dari sisi lain, pendekatan tersebut dinilai terlalu
menekankan pada aspek ekonomi dibandingkan aspek
sosial sehingga mengabaikan solidaritas kelompok. Hal
lainnya, prinsip proporsi tersebut dapat menimbulkan
kesenjangan dan kembali bertentangan dengan prinsip
pemerataan. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-
prinsip tersebut harus didasarkan pada pertimbangan
yang hati-hati. Pertimbangan-pertimbangan tersebut
setidaknya mencakup konteks dan faktor-faktor indi-
vidual dalam diri individu yang menilai keadilan
distributif tersebut, serta tujuan organisasi.

Keadilan Prosedural

Pada saat perkembangan dinamis teori keadilan
distributif, muncul pemikiran tentang penilaian keadilan
prosedural sebagai komplemen yang dinilai tidak dapat
terpisahkan dari penilaian keadilan distributif (Thibaut
& Walker, 1975; dalam oleh Colquitt, 2001).  Konsep
keadilan prosedural menjelaskan bahwa individu tidak
hanya melakukan evaluasi terhadap alokasi atau
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distribusi outcomes, namun juga mengevaluasi
terhadap keadilan prosedur untuk menentukan alokasi
tersebut. Persepsi keadilan prosedural dijelaskan oleh
dua model, yaitu pertama melalui model kepentingan
pribadi (self interest) yang diajukan Thibaut dan Walker
(1975; dalam Colquitt, 2001) dan model kedua, model
nilai kelompok (group value model) yang dikemukakan
Lind dan Tyler (1988).

Model kepentingan pribadi berbasis pada
asumsi, bahwa orang berupaya memaksimalkan
keuntungan pribadinya ketika berinteraksi dengan
pihak lain dan mengevaluasi prosedur dengan
mempertimbangkan kemampuannya untuk
menghasilkan outcomes yang diinginkannya. Penilaian
seseorang mengenai keadilan tidak hanya dipengaruhi
oleh outcomes apa yang mereka terima sebagai akibat
keputusan tertentu atau keadilan distributif, namun
juga pada proses atau bagaimana keputusan tersebut
dibuat (Thibaut dan Walker, 1978). Penekanan
pandangan Thibaut dan Walker (1975) bahwa prosedur
dikatakan adil jika dapat mengakomodasikan
kepentingan individu. Permasalahannya adalah bahwa
setiap individu menginginkan kepentingannya dapat
diakomodasikan prosedur tersebut, padahal
kepentingan-kepentingan tersebut seringkali berbeda
satu dengan lainnya dan tidak jarang saling
bertentangan. Kondisi demikian mengakibatkan konflik
dan perselisihan (dispute) sehingga salah satu cara
penting adalah menghadirkan pihak ketiga, jika
keduanya tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Thibaut dan Walker (1975; dalam Colquitt, 2001)
menjelaskan ada dua tipe kontrol, yaitu kontrol
keputusan dan kontrol proses. Kontrol keputusan
berkaitan dengan sejauh mana seseorang dapat
menentukan outcomes. Sedangkan kontrol proses  atau
disebut juga voice berkaitan dengan sejauh mana
seseorang dapat menentukan outcomes secara tidak
langsung  dengan memberikan informasi yang relevan
kepada pengambil keputusan.

Berbeda dengan asumsi model kepentingan
pribadi, model nilai kelompok menganggap bahwa
individu tidak dapat lepas dari kelompoknya. Salah satu
kritik penting yang disampaikan Lind dan Tyler (1988)
terhadap model keadilan prosedural yang
dikembangkan Thibaut dan Walker (1978) adalah bahwa
pengembangan konsep keadilan prosedural tidak hanya
berbasis pada perselisihan antarindividu sebagai titik

tolak pengembangan konsep. Model yang diajukan
Lind dan Tyler (1988) dikenal dengan asumsi model
nilai-nilai kelompok. Mereka memandang bahwa
individu tidak bisa lepas dari kelompoknya. Secara
alamiah terdapat dorongan agar individu tersebut
menjadi bagian dari kelompok. Sementara itu, proses-
proses sosial dan prosedur dalam interaksi sosial selalu
menjadi elemen kelompok sosial dan masyarakat.
Konsekuensi bagi individu tersebut adalah lebih
mengutamakan kebersamaan kelompok daripada
kepentingan pribadi. Pada dasarnya, kedua model di
atas menjelaskan mengapa keadilan prosedural muncul
(Viswesvaran & Ones, 2002) dan perspektif Lind dan
Tyler (1988) cenderung melengkapi asumsi Thibaut dan
Walker (1978).

Di samping kedua model di atas, Leventhal (1980
dalam Lind & Tyler, 1988; Colquitt, 2001; Colquitt et
al., 2001) lebih menekankan pada aspek instrumental.
Ia berpendapat bahwa selain mengharapkan outcome
yang menguntungkan, seseorang juga memperhatikan
keberlanjutan hubungan sosialnya. Oleh karena itu,
prosedur yang adil juga harus memenuhi keduanya,
standar kontrol (instrument) dan non kontrol (value-
expressive). Dalam kaitan tersebut, diidentifikasi 6
(enam) aturan yang harus dipenuhi sebagai persyaratan
prosedur yang adil, meliputi: (1) consistency rule, yaitu
diterapkan kepada setiap orang secara konsisten dari
waktu ke waktu; (2) the bias suppression rule, yaitu
bebas dari kepentingan pribadi maupun pemihakan
lainnya; (3) the accuracy rule, yaitu didasarkan pada
informasi yang akurat berdasarkan fakta dan opini or-
ang yang tepat; (4) the correctability rule, yaitu
memungkinkan perbaikan dan modifikasi untuk
mengatasi kesalahan yang lalu dan yang potensial; (5)
the representativeness rule, yaitu mewakili pandangan
dan nilai-nilai pihak-pihak yang dipengaruhi oleh
prosedur tersebut; (6) the ethicality rule, yaitu harus
sesuai dengan standar etika dan moral.

Modal Sosial

Modal sosial merupakan bentuk hubungan
sumberdaya yang melekat dalam diri manusia,
kelompok ataupun jaringan sosial yang kemudian
diinterpretasikan ke dalam dimensi struktural (struc-
tural), hubungan (relational) dan kognitif (cognitive).
Aspek struktural meliputi keseluruhan pola hubungan
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antaraktor properti sistem dan jaringan secara
keseluruhan. Pada aspek tersebut, mereka yang memiliki
modal sosial tinggi selalu ingin terlibat dalam sistem
sosial (Granovetter, 1992 dalam Chua, 2002). Pada aspek
relasional, mereka yang memiliki modal sosial tinggi
akan fokus pada sikap respek, persahabatan dan
kepercayaan kepada pihak  lain (Putnam, 1993 dalam
Chua, 2002). Interaksi  individu yang bersifat historis
akan membangun modal sosial mereka (Granovetter,
1992 dalam Chua, 2002) dan pada aspek kognitif, mereka
yang memiliki modal sosial tinggi cenderung
mengidentifikasi dirinya dengan anggota masyarakat
lainnya (Chua, 2002).

Pandangan di atas mendukung pendapat Chen
(2004) bahwa modal sosial memiliki peranan penting
dalam model psikologi organisasi, karena modal sosial
dapat membantu penjelasan fenomena psikologi
manusia berkaitan dengan pemahaman apa yang mereka
kerjakan, bagaimana mereka bersikap dan bagaimana
mereka menyelesaikan pekerjaan. (Putnam, 1993, dalam
Cairns et al., 2003). Dalam model psikologi
organisasional, faktor-faktor individu mempunyai
peranan dalam menjelaskan fenomena yang
digambarkan model tersebut.

Berkaitan dengan pentingnya memahami
karakteristik individu seperti yang digambarkan dalam
konsep modal sosial, maka dalam studi validasi dengan
CFA ini, modal sosial dijadikan sebagai dasar
mengelompokkan sampel untuk melakukan validasi
pada sampel yang berbeda. Sampel dikelompokkan ke
dalam sub sampel orang-orang yang memiliki modal
sosial tinggi dan sub sampel orang-orang yang memiliki
modal sosial rendah.

Tabel 1 di bawah ini menampilkan beberapa penelitian
terdahulu yang juga melakukan validasi terhadap item-
item keadilan distributif dan keadilan prosedural. Tabel
ini juga menerangkan alat analisis yang digunakan
apakah menggunakan SEM atau tidak.

Sumber: Penelusuran literatur.

Sedangkan validasi di dalam penelitian ini
memperhatikan perbedaan karakteristik kelompok
populasi yaitu modal sosial tinggi dan rendah dan juga
memperhatikan aspek konteks yaitu dalam setting
penilaian kinerja pada salah satu Perguruan Tinggi di
Yogyakarta.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini dianalisis dengan structural equation
modeling (SEM), dengan pendekatan analisis faktor
konfirmatori/confirmatory factor analysis (CFA).  CFA
digunakan ketika peneliti memiliki basis pengetahuan
yang mendasari struktur variabel laten. Berbasis
pengetahuan tersebut, peneliti dapat merumuskan
hubungan antara faktor dengan ukuran-ukuran
terobservasi seperti item-item pertanyaan. Tujuan
kajian ini adalah untuk mendapatkan dukungan di
lapangan mengenai kevalidan item-item tersebut dalam
mengukur variabel laten, yaitu keadilan distributif dan
keadilan prosedural.

Tabel 1
Pengujian Validasi Keadilan Distributif dan

Prosedural
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Populasi

Salah satu agenda strategis sebuah Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) besar di Yogyakarta adalah mendorong
manajemen PTS tersebut untuk melakukan perubahan
sistem penilaian kinerja yang menekankan pada
produktifitas karyawan dan berorientasi pada
pencapaian tujuan. Perubahan sistem penilaian kinerja
dilakukan PTS tersebut pada bulan September 2003.
Hal tersebut menjadi isu menarik terkait dengan
persepsi dan perilaku karyawan pasca perubahan
sistem tersebut. Dengan demikian, populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh  karyawan pada PTS
tersebut.

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian di PTS tersebut ini melibatkan 7 fakultas, 1
pusat pelatihan bahasa asing, 2 program pasca sarjana,
13 Biro dan lembaga setingkat Biro, dan 1 Badan
Kendali Mutu. Jumlah karyawan PTS tersebut
sebanyak 279 staf dan karyawan administrasi.  Penelitian
ini menggunakan seluruh karyawan termasuk kepala
bagian dan karyawan administrasi di lingkungan PTS
tersebut (populasi) sebagai subyek dalam penelitian.
Selanjutnya, karyawan-karyawan dikelompok ke dalam
dua kelompok sampel berdasarkan skor modal sosial
yang tinggi dan modal sosial yang rendah.
Pengelompokkan dilakukan menggunakan nilai rata-rata
(mean split) dengan pertimbangan agar data yang
dikelompokkan seimbang antarkelompok yang satu
dengan lainnya.

Definisi Operasional dan Pengukuran

Keadilan distributif menggambarkan persepsi karyawan
mengenai keadilan manajemen berkaitan dengan isi
penilaian kinerja. Pengukuran menggunakan 4 item
pertanyaan Leventhal (1976) yang digunakan kembali
dalam penelitian Colquitt (2001), dengan skala Likert
antara (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju.
Keadilan prosedural menggambarkan persepsi
karyawan mengenai keadilan berdasarkan prosedur
yang digunakan manajemen untuk melakukan penilaian
kinerja. Pengukuran menggunakan 7 item pertanyaan
yang dikembangkan Colquitt (2001), dengan skala
Likert antara (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat

setuju.
Modal Sosial  dalam studi ini digunakan untuk membagi
sampel menjadi kelompok sampel modal sosial tinggi
dan kelompok modal sosial rendah untuk memperkuat
validasi item-item ke dalam beberapa sampel studi.
Pengukuran diturunkan dari tiga dimensi yang
dikembangkan berdasarkan konstruk yang diajukan
Nahapiet dan Ghoshal (1998). Selanjutnya peneliti
merujuk pada Chua (2002) yang mengembangkan
pengukuran modal sosial ke dalam unit analisis
individu. Peneliti menggunakan 11 item pertanyaan,
dengan 5 item skala Likert antara (1) sangat tidak setuju
sampai (5) sangat setuju.

Proses Penyusunan Item dan Validasi

Tahap pertama melakukan kajian literatur mengenai
konstruk-konstruk keadilan distributif dan keadilan
prosedural. Peneliti melakukan adaptasi item modifikasi
yang dilakukan Colquitt (2001) ke dalam konteks
penilaian kinerja  di dalam organisasi. Tabel berikut ini
menunjukkan modifikasi item yang dilakukan Colquitt
(2001) atas beberapa konsepsi keadilan distributif dan
keadilan prosedural.
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Selanjutnya, item-item tersebut dapat dibuat
dalam konteks spesifik dengan mengubah bagian-
bagian item (paranthetical) (Colquitt, 2001). Ukuran-
ukuran tersebut perlu disesuaikan untuk tetap
bermakna pada beragam konteks (Greenberg, 1993).
Makna outcomes dalam pertanyaan di atas secara
spesifik adalah outcomes yang diperoleh seseorang
dari pekerjaannya (Colquitt, 2001), sebagai contoh upah,
promosi, penilaian kinerja, dan lain-lain. Dalam konteks
penelitian ini, outcome yang dimaksud adalah penilaian
kinerja.

Merujuk pada penelitian Colquitt (2001), maka
item-item keadilan distributif tersebut
ditransformasikan ke dalam konteks penilaian kinerja
dengan menggunakan  skala likert sebagai berikut:
1. Penilaian kinerja terhadap diri saya di dalam

organisasi menggambarkan usaha yang telah saya
lakukan dalam pekerjaan saya.

2. Penilaian kinerja terhadap diri saya di dalam
organisasi sesuai dengan  pekerjaan yang telah saya
lakukan.

3. Penilaian kinerja terhadap diri saya di dalam
organisasi menggambarkan apa yang telah saya
kontribusikan kepada organisasi.

4. Penilaian kinerja terhadap diri saya di dalam
organisasi telah sesuai dengan kinerja yang saya
berikan.

Merujuk pada penelitian Colquitt (2001), maka
item-item keadilan prosedural tersebut
ditransformasikan ke dalam konteks penilaian kinerja
dengan menggunakan  skala likert sebagai berikut:
1. Saya dapat mengekspresikan pandangan dan

perasaan pada prosedur-prosedur penilaian kinerja.
2. Saya memiliki pengaruh terhadap prosedur-

prosedur penilaian kinerja.

Tabel 2
Item-item Ukuran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural
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3. Prosedur-prosedur penilaian kinerja telah
diaplikasikan secara konsisten.

4. Prosedur-prosedur dalam penilaian kinerja tidak lagi
mengandung bias (bias kepentingan pihak-pihak
tertentu).

5. Prosedur-prosedur dalam penilaian kinerja telah
didasarkan pada informasi yang akurat.

6. Saya dapat mempertanyakan penilaian kinerja yang
muncul dari prosedur-prosedur tersebut.

7. Posedur-prosedur penilaian kinerja sesuai dengan
etik dan standar moral.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis faktor konfirmatori/CFA dilakukan pada model
dua faktor keadilan, baik keadilan distributif dan
keadilan prosedural dengan pertimbangan bahwa
secara teoritik masing-masing item telah dikaji
mengukur konstruknya masing-masing. Dasar analisis
menekankan pada validitas isi (content validity)
masing-masing konstruk. Berkaitan dengan validitas
isi, peneliti mengadaptasi item-item yang diambil dari
literatur jurnal internasional. Selanjutnya item-item
tersebut diadaptasi ke  dalam  fenomena  penilaian  ki-
nerja. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya
mendasarkan pada hasil empirik semata (empirical cri-
teria alone).

Kajian model dua faktor di dalam paper ini terdiri
atas dua studi yang diambil dari satu penelitian berbasis
sampel besar yang terdiri atas 279 responden. Kemudian
peneliti membagi menjadi dua sub sampel dengan teknik
mean split. Dasar pembagian adalah modal sosial tinggi
dan rendah yang ada pada diri responden.
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Dalam analisis SEM tidak ada alat uji statistik
tunggal untuk mengukur derajat kesesuaian model (Hair
et al., 1998). Untuk itu perlu menggunakan beberapa
kesesuaian model untuk menilai apakah model tersebut
sesuai dengan data. Hasil validasi  dengan analisis
faktor konfirmatori pada kedua sub sampel karyawan
PTS tersebut menunjukkan bahwa model dua faktor
keadilan distributif dan keadilan prosedural secara
umum memiliki goodness of fit yang baik dilihat pada
tabel di bawah ini.

RMSEA merupakan indeks yang dapat
digunakan untuk mengkompensasi chi square statistik.
RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0.08
merupakan indeks untuk dapat diterimanya model.
RMSEA empiris diperoleh 0.04 dan 0.045 masih di bawah
0.08 sehingga dapat dikatakan ada kesesuaian model
dengan data.

Hasil validasi masing-masing item menunjukkan
bahwa keempat item pada konstruk keadilan distributif
(sampel modal sosial tinggi) memiliki faktor loading di

Tabel 3
Goodness  of Fit Model Dua Faktor

Kriteria chi square bersifat sangat sensitif
dengan besaran sampel,  sehingga harus dilengkapi
alat uji lainnya (Hair et al., 1998). Semakin kecil nilai chi
square semakin baik. Demikian pula probabilitas
signifikansinya, jika tidak signifikan pada p > 0.05 atau
p > 0.01 berarti tidak ada perbedaan antara model
dengan data. Hasil validasi CFA model dua faktor
keadilan baik pada sampel modal sosial tinggi dan
rendah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara
model dan data.

Sedangkan GFI dan AGFI digunakan untuk
menghitung proporsi tertimbang dari varians di dalam
matriks kovarians populasi yang terestimasikan (Tanaka
& Huba, 1989 dalam Ferdinand, 2000). GFI dalam model
regresi dianalogkan dengan R². Tingkat penerimaan
yang direkomendasikan adalah bila GFI dan AGFI
mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari 0.90
(Hair et al., 1998). Hasil validasi CFA kedua sampel
menunjukkan bahwa GFI > 0.90 dan AGFI hampir
mencapai 0.90, sehingga dapat dikatakan memiliki
kesesuaian model yang relatif baik.

atas 0.5, yaitu X11 = 0.52, X12 = 0.61, X13 = 0.74 dan X4
= 0.66.  Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-
masing item tersebut menjelaskan konstruk dengan
lebih baik (Hair et al., 1998). Sedangkan keempat item
pada konstruk keadilan distributif (sampel modal sosial
rendah) memiliki faktor loading secara umum di atas
0.5, kecuali X11 = 0.46, namun masih dalam batas
toleransi, yaitu di atas 0.3 (Hair, 1998).

Demikian pula ketujuh item pada konstruk
keadilan prosedural (sampel modal sosial tinggi)
memiliki faktor loading di atas 0,5, yaitu X21 =0.62, X22
= 0.73, X23 = 0.53, X24 = 0.71, X25 = 0.74, X26 = 0.63
dan X27 = 0.53. Sedangkan ketujuh item pada sampel
modal sosial rendah menunjukkan hasil di atas 0.5,
kecuali X21 = 0.46, namun juga masih di dalam batas
toleransi 0.3 (Hair, 1998).

Dengan melihat kesesuaian model dan faktor
loading pada masing-masing konstruk, maka item-item
keadilan distributif dan keadilan prosedural dalam
fenomena penilaian kinerja mempunyai hasil validasi
yang baik dalam sampel universitas, baik pada
karakteristik sampel yang berbeda, yaitu mereka yang
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memiliki modal sosial tinggi dan rendah.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN STUDI

Dalam SEM, bagian dari pemodelan yang ditujukan
untuk mengukur item-item yang membentuk faktor atau
konstruk disebut model pengukuran. Dalam studi ini
dilakukan modifikasi item ke dalam fenomena penilaian
kinerja. Secara isi (content) basis pengetahuan yang
mendasari konstruk sudah kuat. Oleh karena itu,
digunakan pendekatan analisis faktor konfirmatori
(CFA).

Secara umum hasil pengujian dengan CFA
menunjukkan bahwa item-item keadilan distributif dan
keadilan prosedural dalam fenomena penilaian kinerja
tervalidasi dengan baik pada sampel universitas. Proses
validasi dalam studi ini tidak berbasis pada hasil empiris
semata, namun juga melalui diskusi mengenai isi
masing-masing konstruk yang diterjemahkan ke dalam
item-item pengukuran (content validity). Untuk itu,
studi ini melibatkan ahli perilaku organisasional dan
praktisi, yaitu Kepala  Biro SDM dalam membahas isi
dari masing-masing konstruk.

Salah satu keterbatasan dalam studi ini adalah
berkaitan dengan pengembangan item-item konstruk
yang hanya berbasis studi literatur yang ada sehingga
cenderung membatasi pendekatan induktif. Padahal
pendekatan induktif dapat mengelakkan kesulitan-
kesulitan yang berhubungan dengan  teori-teori dan
penelitian yang tidak lengkap dan juga dapat
meningkatkan keluasan dan validitas instrumen. Oleh
karena itu, pendekatan induktif dapat direkomendasikan
untuk studi mendatang tidak hanya berkaitan dengan
validasi item, namun juga mengeksplorasi item-item
secara induktif.

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan hasil
statistik adalah korelasi yang relatif tinggi antarvariabel
independen yaitu sebesar 0.83 untuk  sampel modal
sosial tinggi dan 0.78 untuk modal sosial rendah. Hal
itu menunjukkan keeratan yang tinggi antarvariabel
tersebut atau dapat pula menunjukkan konsep yang
tumpang tindih di antara keduanya. Di samping itu,
penelitian ini menggunakan responden yang terbatas,
yaitu karyawan-karyawan salah satu PTS di
Yogyakarta. Penelitian mendatang diharapkan dapat
diperluas dengan melibatkan responden yang lebih
heterogen dan organisasi bisnis yang lebih beragam.
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